SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 67 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang . a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran persiapan dan
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
terbuka dan kompetitif pada Satuan Kerja di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang
Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan
Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun

Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);




Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7144);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber



10.

11,

12.

13.

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 902);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pedapatan dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1333);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 347);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 705);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun
2024 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tahapan
Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

14. Keputusan  Komisi Pemilihan Umum  Nomor
753 /HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum,;

15. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;

16. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-27/PB/2025
Hal Dukungan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah; dan

17. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa
Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dan/atau Pelaksana
Tugas Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGADAAN BARANG/JASA PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN
2026.

Menetapkan Pegawai Negeri Sipil :

Nama :  Baktum Pangibulan Sitorus, A.Md
NIP : 19791017 201001 1 022

Jabatan . Penelaah Teknis Kebijakan
Pangkat/Gol.Ruang : Penata/ Ill.c

Satuan Kerja . Sekretariat KPU Kabupaten Toba

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran
2026.

Pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU diberi kewenangan untuk melaksanakan
persiapan dan pengadaan barang/jasa pemerintah pada
satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sesuai

dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



KETIGA : Masa tugas pejabat pengadaan barang/jasa sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU terhitung sejak bulan Mei
2026 sampai dengan bulan Desember 2026 dan diberikan
Honorarium sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh

ribu) setiap bulannya.

KEEMPAT . Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya
Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2026.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 28 April 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.
RICHARDO F. BUTARBUTAR
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

_.Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,
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Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara di Medan;
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba di Balige;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Balige;

Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Toba; dan

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
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